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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan hak mendasar bagi warga negara yang wajib

dipenuhi negara ataupun penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut dilaksanakan

karena pelayanan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban

suatu negara untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negara. Pelayanan

publik bukan sekedar menyiapkan regulasi bagi berjalannya sebuah birokrasi

untuk mengugurkan kewajiban suatu negara namun pelayanan publik memberikan

substansi dasar untuk terbentuk keadilan sosial.1

Perubahan reformasi secara terus menerus dilakukan untuk menuntaskan

oknum terkait. Reformasi sendiri salah satu target utama dalam memberikan

perbaikan kualitas agar tidak terjadinya maladministrasi, sehingga dalam sistem

pemerintahan sering disebut dengan istilah maladministrasi.2 Setiap warga negara

memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum

ataupun pemerintah. Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah wajib

memiliki tujuan memberikan pemerintahan yang baik, efisien, ataupun bersih

guna mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat, namun dalam praktek di

lapangan penyelenggaraan pemerintahan ataupun di bidang pelayanan publik

masih banyak ditemukan kasus penyimpangan seperti kasus maladmisnistrasi.

1Hesti Puspita, Khalikussabir, dan Luthfi J.Kurniawan, 2011, Filosofi Pelayanan Publik,
Setara Pers, Malang. hlm. 179.

2Djumara Noorsyamsa, 2009, Standar Pelayanan Publik Langkah - Langkah
Penyusunan, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hlm. 1.
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Hubungan antara masyarakat terhadap hukum ialah satu kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut sesuai dengan konsep di mana ada

masyarakat di situ ada hukum (ubi societas ibi ius). Hukum mempunyai fungsi

untuk memberi pengaturan terhadap kehidupan masyarakat dalam menjalankan

suatu aktivitasnya, sehingga dalam pengaturan tersebut, bisa mewujudkan satu

masyarakat sejahtera sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada alinea ke

4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD NRI 1945). Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum selain

mempunyai fungsi mencegah terjadinya konflik, juga mengatur agar kebutuhan

masyarakat dipenuhi. Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa hukum memiliki

fungsi sebagai suatu sarana untuk melakukan penyelesaian konflik yang terjadi

di dalam masyarakat, sehingga dapat memunculkan suatu konflik. Dalam

penyelesaian suatu konflik, hukum mempunyai suatu peran sehingga konflik

dapat dinetralisir dan diselesaikan. Hukum mempunyai fungsi menegakkan

keadilan, menjaga ketertiban, dan keamanan sekaligus dapat digunakan sebagai

pengatur agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.3

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi adalah perilaku

atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang

untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian

atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelengaraan pelayanan publik yang

3 Juniarso Ridwan, 2009, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik,
Nuansa Cendikia, Bandung, hlm. 76-77.
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dilakukan oleh penyelenggara negara pemerintahan yang menimbulkan kerugian

materiil dan immateriel bagi masyakat dan orang perseorangan.

Maladministrasi dapat terjadi karena beberapa hal dari pemerintah itu

sendiri sebagai aparatur birokrasi. Mis coduct yakni melaksanakan sesuatu

dikantor pelayanan publik namun hal yang dilaksanakan tidak sesuai dengan

ketentuan yang ada pada kantor. Hal tersebut menyebabkan terjadinya

penyelewangan amanah dari tugas dari aparatur birokrasi yang seharusnya

adalah melayani publik. Deceirful pratice yakni praktek-praktek tidak jujur

terhadap publik atau melakukan praktek-praktek kebohongan kepada masyarakat.

Masyarakat diberikan informasi yang menjebak, informasi yang tidak sesuai fakta

sebenarnya, dan demi kepentingan birokrat. Deceirful pratice berkaitan dengan

tindak pidana korupsi karena para birokrasi memperkaya diri, keluarga ataupun

kepentingan kelompok. Defective policy implementation yaitu kebijakan yang

tidak dilaksanakan atau tidak implementasikan. Keputusan atau komitmen politik

hanya sampai pembahasan atau pengesahaan undang-undang, namun tidak

dilaksanakan oleh pemerintahan. Hal tersebut sering terjadi dalam Peraturan

Daerah, dikarenakan peraturannya ada secara fisik namun tidak dilaksanakan.

Bareaupathologis adalah penyakit yang sering dilakukan oleh birokrat dalam

melaksanakan birokrasi. Penyakit tersebut meliputi tidak menepati janji,

pelayanan berbelit, kasus yang dibekukan tanpa ada penyelesaian yang jelas,

tidak efektinya proses pelayanan publik, yang masih perlu banyak mengunakan

kertas, formulir, dan laporan serta kecenderungan birokrasi yang cenderung kaku
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dan masih tradisional.4 Tindakan Pemerintah dalam suatu negara hukum harus

berdasarkan pada asas legalitas ataupun berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Maladminisitrasi dalam tindakan hukum dimaksud

bertentangan dengan kaidah ataupun norma dalam menjalankan pemerintahan

termasuk dalam norma hukum.

Pada awal tahun 2020, negara-negara di dunia terjangkit virus pandemi

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) termasuk Negara Indonesia. Pandemi

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan sebuah wabah penyakit

menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus

(SARS-Cov-2). Penyakit tersebut muncul pertama kali di kota Wuhan, salah satu

kota yang berada di Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan

secara resmi ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organizaton (WHO)

pada tanggal 11 Maret 2020).5 Negara Indonesia pada 2 Maret 2020, pertama

kalinya memberitahukan bahwa dua warga Negara Indonesia terkena positif

Covid-19. Namun, menurut pandangan Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia

(UI) Pandu Riono virus corona jenis SARS-Cov-2 masuk di Indonesia sejak awal

bulan Januari 2020.6

Di tengah pandemi Covid-19 gelombang Pemutusan Hubungan Kerja

meningkat berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada 27 Mei 2020

pekerja ataupun buruh yang terkena aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan

4Hendra Nurtjahjo,Yustus Maturbongs, dan Diani Indah, 2013, Buku Saku
Maladminsitrasi Memahami Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

5https://Id.m.wikipedia.org./wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 Diakses pada
tanggal 5 Agustus 2020 pukul 22.47 WIB

6 https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623 /diumumkan-awal-mareahli-
- virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 23.00
WIB

https://Id.m.wikipedia.org./wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19%20Diakses%20pada%20tanggal%205
https://Id.m.wikipedia.org./wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19%20Diakses%20pada%20tanggal%205
https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623%20/diumumkan-awal-mareahli--%20%20virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari
https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623%20/diumumkan-awal-mareahli--%20%20virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari
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dirumahkan akibat pandemi virus Covid-19 mencapai 1,7 juta orang, angka

tersebut melonjak ditengah pandemi Covid-19.7

Kasus yang viral diperbicangkan menjadi berita nasional, terkait

pemutusan hubungan kerja terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera

Selatan. Kasus tersebut yaitu pemecatan secara massal terhadap 109 tenaga

kesehatan yang masih berstatus honorer dan bekerja di Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer

tersebut meliputi bidan, perawat, supir ambulance, dan perawat mata. Berdasarkan

keterangan pihak Rumah Sakit Umum Daerah dan Bupati Ogan Ilir para tenaga

kesehatan di berhentikan secara tidak hormat, dikarenakan lalai dalam bekerja,

takut menangani pasien Covid-19. Tenaga kesehatan juga disebutkan oleh Bupati

Ogan Ilir memberikan duduk perkara bahwa tenaga kesehatan di pecat karena

bubar saat pasien Covid-19 datang dan tidak masuk lima hari secara berturut.8

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan melakukan

investigasi terhadap kasus tersebut. Menurut hasil investigasi Ombudsman

Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Bupati Ogan Ilir mengalami

kasus maladministrasi dalam rangka pencegahan covid-19 di Kabupaten Ogan Ilir,

Bupati Ogan Ilir melakukan pemecatan 109 tenaga kesehatan di Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan investigasi Ombudsman Republik Perwakilan Sumatera

Selatan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Bupati

7 https://m.liputan6.com /bisnis /read /4309209/terkapar/-6-nama-besar-yang- harus- phk
ratusan- karyawan-akibat corona di akses pada 31 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB

8 http:www.cnbcindonesia.com/news/20200522104319-4-160195/heboh-bupati-ogan- ilir-
pecat 109-tenaga-medis-ada-apa di akses pada 31 Agustus 2020 pukul 20.10 WIB

https://m.liputan6.com


6

Ogan Ilir banyak melakukan pelanggaran maladministrasi. Karena pada tanggal

20 Mei 2020, telah melakukan pemecatan 109 tenaga kesehatan. Mulai dari

Pengangkatan tenaga honorer tanpa Surat Keputusan (SK) ataupun tidak

mempunyai syarat dokumen yanng jelas, menurut Ombudsman Republik

Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan keputusan tentang pemecatan 109 tenaga

kesehatan tersebut tidak berdasar.9 Kepala Ombudsman Republik Indonesia

Perwakilan Sumatera Selatan memberikan penjelasan terkait kasus

Maladministrasi Bupati Ogan Ilir dalam pemecatan 109 tenaga kesehatan

melalui webinar yang diselenggarakan oleh Forum Suara Mahasiswa Ogan Ilir.10

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan

memberikan penjelasan bahwa maladministrasi terbagi menjadi beberapa jenis

yang sering ditemukan oleh pihak Ombudsman Republik Indonesia seperti :

1. Penundaan berlarut;

2. Tidak memberikan pelayanan;

3. Tidak kompeten;

4. Penyalahgunaan wewenang;

5. Permintaan imbalan uang.

6. Konflik Kepentingan.11

Keterangan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera

Selatan melalui webinar Forum Suara Mahasiswa Ogan Ilir, Ombudsman

9 https:// ombudsman. go.id/ perwakilan / news/r /pwk-- ombudsman- bupati- ogan-ilir-
maladministrasi-pecat-109-nakes diakses pada 5 agustus 2020 pada puku 22.50 WIB

10M.Adrian Agustiansyah (Kepala Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan)
Mengupas Maladministrasi Tenaga Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, Webinar FORSUMA
OGAN ILIR di akses melalui situs https://youtu.be/ZoTBMjwcgvc ( Id Zoom :878 8236 3885
dan Password : FORSUMA SUMSEL) diakses pada 31 Agustus 21.00 WIB

11 Ibid.

https://youtu.be/ZoTBMjwcgvc
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Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan melakukan investigasi

terhadap kasus tersebut atas tindakan inisiatif sendiri, bukan laporan dari

masyarakat. Investigasi atas inisiatif sendiri harus melalui rapat pleno lembaga

Ombudsman dan melakukan data informasi akurat yang di peroleh dari hasil

terjun ke lapangan.12

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan

melakukan silahturahmi ke pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Ogan Ilir. Dalam Pertemuan tesebut, DPRD Ogan llir memberikan

keterangan bahwa dalam penyelenggaraan sidang paripurna Komisi IV sempat

menyampaikan Nota Dinas secara resmi dalam sidang paripurna tersebut.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan juga

melaksanakan kunjungan ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan

Ilir dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir menanyakan perihal kasus tersebut

dan memberikan saran agar kasus tersebut supaya diselesaikan secara mediasi

serta mencabut Surat Keputusan tentang pemecatan ataupun melakukan revisi

agar 109 tenaga kesehatah bisa kembali bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Ogan Ilir, Namun hal tersebut tidak ada tanggapan. Hasil pertemuan

antara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dengan

Pihak RSUD Ogan Ilir ditemukan bahwa, RSUD Ogan Ilir tidak pernah

mengajukan nota dinas secara resmi yang menyatakan saran pendapat dari

bagian hukum terhadap pemecatan 109 tenaga kesehatan tersebut.

12 Ibid.



8

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan

menemukan bahwa tidak ada pengangkatan resmi sebagai tenaga honorer dan

biaya intesif langsung dari Bupati Ogan Ilir. Ombudsman Republik Indonesia

Perwakilan Sumarera Selatan juga menemukan bahwa ada tenaga kesehatan

berprofesi sebagai bidan yang sedang cuti melahirkan dan Bidan yang sudah

terhitung sejak 3 Maret 2020 sudah mengundurkan diri. Akan tetapi, kedua bidan

tersebut menjadi korban pemecatan 109 tenaga kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan

menemukan bahwa tenaga kesehatan yang ada di RSUD Ogan Ilir menemukan

banyak tenaga honorer mencapai 230 orang dan Aparatur Sipil Negara berjumlah

150 orang. Menurut keterangan Direktur RSUD Ogan Ilir hasil pertemuan

Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa 300 orang tenaga kesehatan

sudah ideal. Sehingga dalam kasus tersebut akhirnya Ombudsman Republik

Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan memberikan saran korektif kepada Bupati

Ogan Ilir terhadap kasus tersebut.13

Webinar yang diselenggarakan Forum Suara Mahasiswa Ogan Ilir juga

memghadirkan salah satu korban pemberhentian tenaga kesehatab. Korban

tersebut berprofesi sebagai Supir Ambulance yang telah melakukan pengabdian

selama 7 Tahun. Menurut keterangan korban, kronologi kejadian bermula tanggal

15 Mei 2020 saat RSUD Ogan Ilir menerima pasien positif Covid-19 karena

RSUD Ogan Ilir merupakan salah satu rumah sakit rujukan pasien Covid-19.

13 Ibid.
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Korban memberikan penjelasan bahwa pihak RSUD Ogan Ilir dalam

rangka pencegahan Covid-19 memiliki keterbatasan Alat Pelindung Diri(APD)

sehingga tenaga medis harus menggunakan Alat Pelindung Diri yang sama dan

digunakan secara berulang. Pada kasus tersebut, tenaga medis tidak mendapatkan

edukasi tentang pengunaan alat pelindung diri baik dari segi cara penggunaan

ataupun mengetahui jenis alat pelindung diri.

Pokok permasalahan yang diberitakan di media, bahwa tenaga kesehatan

takut menangani pasien Covid-19 bukan fakta yang sebenarnya14. Supir

ambulance tersebut menjelaskan bahwa 109 tenaga kesehatan tersebut tidak takut

dalam menangani pasien Covid-19. Pada akhirnya, 150 tenaga kesehatan

melakukan mogok kerja agar mendapatkan hak nya sebagai tenaga kesehatan

berupa alat pelindung diri beserta edukasi pengunaan alat pelindung diri dan

meminta rumah singgah untuk tenaga kesehatan. Pemogokan kerja yang

dilakukan secara berturut-turut menimbulkan kekecewaan karena Bupati Ogan Ilir

mengeluarkan surat keputusan tentang pemecatan 109 tenaga kesehatan dari total

150 orang yang ikut mogok kerja tersebut.15

Umar Kasim mengemukakan bahwa permasalahan yang sering muncul

dalam hubungan kerja yakni pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan

kerja bagi tenaga kerja dapat memberikan akibat pekerja kehilangan mata

pencaharian demikian pula permulaan penggaguran dengan segala sesuatu

akibatnya, sehingga dalam memberikan jaminan kepastiann dan kehidupan

14 DH (Salah satu dari 109 tenaga kesehata yang diberhentikan oleh Bupati Ogan Ilir),
Mengupas Maladministrasi Tenaga Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir,Webinar FORSUMA OGAN
ILIR di akses melalui situs https://youtu.be/ZoTBMjwcgvc diakses pada 31 Agustus 21.00 WIB

15 Ibid.

https://youtu.be/ZoTBMjwcgvc
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tentram tenaga kerja, sebaiknya tidak ada pemutusan hubungan kerja. Namun

dalam kehidupan nyata membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak

dapat dilakukan pencegahan secara keseluhan.16 Pemutusan hubungan kerja

merupakan isu sensitif, pengusaha ataupun pemerintahan harus bijaksana dalam

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena PHK dapat menyebabkan

penurunan kesejahteraan masyarakat dan mengakibatkan penggaguran. Pemutusan

hubungan kerja merupakan sesuatu yang menakutkan bagi tenaga kerja karena

dampak yang ditimbulkan bukan hanya bagi tenaga kerja itu sendiri namun efek

domino yang memberikan keterkaitan satu sama lain dan memangkas ke sektor

kehidupan masyarakat lainnya.17

Berdasarkan uraian kasus posisi tersebut, maka ditemukan isu hukum

bahwa adanya kekaburan norma hukum dikarenakan Bupati Ogan Ilir tidak

menegakkan norma yang berlaku dan bertindak sewenang-sewenang atas

pemecatan terhadap 109 tenaga kesehatan tersebut. Sehubungan dengan hal

tesebut, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi

yang berjudul Maladministrasi dan Tanggung Jawab Hukum Bupati Atas

Pemecatan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir.

16 Umar Kasim, 2004, Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, Jurnal
Informasi Hukum, Volume 2 Nomor 26, hlm. 26.

17 Ibid., hlm. 39.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan

dibahas dalam skripsi ini, adalah :

1. Apakah Bupati melakukan maladministrasi dalam pemecatan tenaga

kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir ?

2. Bagaimana tanggung jawab hukum Bupati Ogan Ilir dalam kasus

maladminisitrasi pemecatan tenaga kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dugaan maladministrasi dalam kasus

pemecatan tenaga kesehatan oleh Bupati Ogan Ilir.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum Bupati

Ogan Ilir dalam kasus maladmisnitrasi kasus pemecatan tenaga

kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum

terkhusus dibidang hukum administrasi negara.

b. Memberi masukan ataupun bahan referensi bagi mahasiswa yang

ingin melaksanakan penelitian berikutnya.



12

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada, antara lain:

A. Bupati Ogan Ilir

Memberikan saran atau kritikan kepada kepala daerah terkhusus

Bupati Ogan Ilir agar tidak melakukan tindakan maladministrasi, serta

dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan asas-asas umum

pemerintahan yang baik.

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir

Memberikan saran atau kritikan kepada DPRD Kabupaten Ogan Ilir

agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Bupati Ogan

Ilir, terkhusus mengomptimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja

Bupati Ogan Ilir, terkhusus dalam kasus pemecatan 109 tenaga

kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir.

C. Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penjelasan

hukum terkait maladministrasi pemecatan 109 tenaga kesehatan oleh

Bupati Ogan Ilir

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka patokan atau abstraksi hasil pemikiran

yang memiliki hubungan untuk melaksanakan penelitian hukum.18 Menurut

Emory Cooper, teori adalah suatu kumpulan, konsep, definisi, proposisi, ataupun

variabel berkaitan satu sama lain secara sistematis ataupun telah digeneralisasi

18 Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, UI PERS, Jakarta, hlm. 127.
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sehingga bisa menjelaskan dan memprediksi suatu fakta fakta terkait”.19

Kerangka teoritis yang akan digunakan penulis adalah :

1. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah diatur dalam

ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.

Maka negara Indonesia sebagai negara hukum, artinya hukum mempunyai unsur

unsur seperti kelembagaan, perilaku subyek hukum yang mengemban hak dan

kewajiban dan kaedah aturan (instrumental).20

Negara indonesia sebagai negara hukum, dalam melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan wajib berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun

tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercatum pada pembukaan UUD NRI 1945

alinea 4, ‘memajukan kesejahteraan umum’. Azhary dan Hamid Attamimi

mengemukakan bahwa negara Indonesia menganut negara paham kesejahteraan.21

Melihat konsep negara hukum, Indonesia termasuk golongan negara demokratis.22

Negara kesejahteraan memiliki konsep utama yakni pemerintah mempunyai

kewajban melaksanakan bestuurzorg (kesejahteraan umum).

W.Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono mengemukakan, negara

Indonesia pasca reformasi terjadi perubahan dari konsep rechstaat menjadi

political state, padahal supremasi hukum merupakan tujuan dari konsep negara

19 Umar Husein, 2004, Metode Riset Ilmu Administrasi, Gramedia Pustaka, Jakarta,
hlm. 50.

20 Ridwan HR, 2010, Hukum Admnistrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta,
hlm. 17.

21 Ibid.,., hlm. 18.
22 Ibid., hlm. 20.
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hukum.23 Teori ini relevan dalam menjawab persoalan rumusan masalah karena

Indonesia merupakan negara yang menerapkan konsep negara hukum.

2. Teori Maladministrasi

Konsep maladministrasi menurut pendapat yang dikemukakan oleh Philipus

Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiyati adalah memiliki keterkaitan dengan perilaku

administrasi. Maladministrasi secara singkatan dapat disimpulkan dengan sebutan

pelayanan yang buruk.24 Ruang lingkup penegakan konsep good governance

dalam penegakan hukum bukan hanya meliputi hukum tertulis namun juga

meliputi hukum adat dan etika kemasyarakatan.25

Menurut Budhi Mashturi, ketika pejabat publik melaksanakan

pemerintahan namun tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik seperti kebijakan publik tidak transparan ataupun tidak partisipatif, tidak

bisa di pertanggungjawabkan secara publik, dan tidak sesuai dengan semangat

supremasi hukum bisa di klasifikasikan sebagai tindakan maladministrasi.26 Joko

Widodo mengemukakan pendapat terkait makna maladminisitrasi yaitu suatu

praktek yang tidak sesuai dengan etika administrasi ataupun praktek administrasi

yang jauh dari tercapainya tujuan administrasi.27

23 Iza Rumesten, 2012, Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan
Peraturan Daerah, dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 1, hlm 137.

24Deva Irmandani, 2018, Maladministrasi Dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo,
dimuat dalam Jurnal Kebijakan dan Manejemen Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga, Volume 6 Nomor 3, hlm. 4.

25Hardianto, 2000, Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance, Work
Paper Tot, Jakarta, hlm. 35.

26 Budhi Masturi 2005, Mengenal Ombudsman Indonesia, Pradaya Paramita, Jakarta,
hlm. 50.

27Joko Widodo, 2001, Good Governance, Insan cendikia, Surabaya, hlm. 259.
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Menurut ketentuan pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No 37 Tahun 2008

tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa maladministrasi adalah perilaku

atau perbuatan melawan hukum,melampaui wewenang, menggunakan wewenang

untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian

atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelengaraan pelayanan publik yang

dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan

kerugian materiil dan immateriel bagi masyakat dan orang perseorangan.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut maka Teori ini relevan untuk menjawab

rumusan masalah nomor 1 karena harus mengetahui terlebih dahulu tolak ukur

surat keputusan tata usaha negara di anggap maladministrasi.

3. Teori Good Goovernace

Definisi dan konsep governance awal mula lahir adanya kepentingan dari

lembaga donor seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB), Bank Dunia, Asian

Development Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF) dalam

memberi bantuan berupa pinjaman modal ke negara negara yang berkembang.

Perkembangan selanjutnya konsep good goodvernance digunakan sebagai tolak

ukur bagi negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sehingga

lembaga donor antara lain PBB, Bank Dunia, ADB, dan IMF menjadikan konsep

good governance bagi suatu negara yang membutuhkan pinjaman dana.28

Latar belakang yang mendasari munculnya pemikiran tentang good

governace di Indonesia yakni berkembangnya tuntutan hak asasi manusia

ataupun kualitas demokrasi sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat

28 Hafifah Sj.Sumarto, 2003, Inovasi, Partisipasi dan Good governance, Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 259.
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tentang toleransi dalam segala bentuk penyimpangan kepercayaan publik dan

transparan pejabat publik. Dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola

pemerintahan yang baik di negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan

konsep demokrasi. Dalam menjalankan konsep di demokrasi Indonesia, konsep

demokrasi merupakan landasan utama dalam mewujudkan konsep Good

Governance.

Rakyat merupakan salah satu institusi governance berorientasi pada teori

terbentuknya suatu negara, dimana rakyat merupakan salah satu unsur

terbentuknya suatu negara. Maka dalam gagasan good governance rakyat

mempunyai peranan penting sebagai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

yang merupakan salah satu institusi governance.29 Sasaran pengawasan ialah agar

mencegah dalam penyelengaraan administrasi pemerintahanan agar tidak terjadi

maladminitrasi yang dapat merugikan ataupun menimbulkan ketidakadilan bagi

masyarakat. Hal tersebut salah satu misi lembaga Ombudsman yakni membangun

dan menjamin terselenggarannya good governance (Pemerintahan yang baik)

dengan mengawasi dan mengoreksi lembaga pemerintah dalam melakukan

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan dilaksanakan dengan ramah,

sesuai prosedur, tanpa menerima imbalan, tepat waktu dan dengan asas-asas

umum yang mendasar agar menghasilkan pemerintahan yang baik.30 Aparat

negara, terutama aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan konsep

good governance, dikarenakan dalam lingkungan masyarakat yang semakin

demokratis. Masyarakat sebagian besar dapat dikatakan semakin sadar bahwa

29Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, dan Imam Ropli, 2017, Hukum
Adminisrtrasi Pemerintahan teori dan praktik , PT Raja Gafindo persada, Depok, hlm. 64.

30 Ibid., hlm. 6.
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keterbukaan, pertanggungjawaban dan keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan

publik yang diambil oleh aparat atau pejabat negara sangatlah penting. Sehingga

pada akhirnya, iplementasi good governance merupakan pilar utama yang

dilakukan di segala lapisan, baik aparat negara, aparat penegak hukum maupun

masyarakat (civil society).31 Berdasarkan penjelasan teori good governance, maka

teori ini relevan untuk menjawab persoalan rumusan masalah karena konsep good

governance berkaitan dengan maladminitrasi.

4. Teori Pembuktian

Definisi pembuktian dalam arti yuridis, menurut Sudikno Mertokusumo

adalah memberi dasar dasar yang cukup kepada hakim yang akan memeriksa

perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa

yang diajukan.32 Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang

timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

dengan badan atau pejabat bidang tata usaha negara, baik dipusat ataupun daerah,

sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Peradilan Tata Usaha Negara, kriteria yang digunakan untuk membuktikan

31 Suci Flambonita, 2013, Iplementasi Prinsip-Prinsip Good Adminsitrative Governance
Pada Proses Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang) jurnal Simbur Cahaya
Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya, Volume 20, Nomor. 12. hlm. 6.

32 Sudikno Mertokusumo, 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
hlm. 175.
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suatu keputusan tata usaha negara dianggap tidak sah atau bersifat bertentangan

dengan hukum dijelaskan sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu

penetapan tertulis dianggap bertentangan terhadap peraturan perundang-

undangan dikarenakan :

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengira

memiliki wewenang mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu

keputusan tata usaha negara. Padahal ia tidak memiliki kewenangan untuk

berbuat demikian.

b. Instansi tersebut tidak ada wewenang dalam hal mengeluarkan suatu

keputusan tata usaha negara. Hal ini terjadi karena adanya pendelegasian,

namun pendelegasian tersebut tidak berdasarkan pada surat adanya suatu surat

keputusan pendelegasian oleh delegasi.

c. Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu

perundang undangan, namun keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

d. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar konsideran

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

e. Keputusan tata usaha negara tersebut menyimpang dari prosedur yang

harus ditetapkan.

2. Melanggar larangan dokumen de’tourmen de pouvouir
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Dasar pengujian ini bertitik tolak terhadap pendapat, bahwa wewenang

untuk mengeluarkan suatu keputusan itu diberikan dengan maksud dan tujuan

tertentu.

3. Menyimpang dari nalar yang sehat

Pembatalan atas dasar penalaran yang baik tersebut menyebabkan instansi

yang mengeluarkan instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara

yang baru isinya berbeda dengan keputusan tata usaha negara yang telah

dibatalkan.

4. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.33

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, maka teori ini relevan untuk

menjawab persoalan rumusan masalah.

5. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum

atas suatu perbuatan atau mengemban tanggung jawab hukum, bahwa dia

memiliki tanggung jawab terhadap suatu sanksi dalam hal perbuatan yang

bertentangan.34 Menurut kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai

liability dan resposibility. liability memberikan makna pertanggungjawaban

hukum yaitu tanggung gugat dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh subjek

hukum, sedangkan istilah responsibility memberikan makna pada

pertanggungjawaban publik.35

33 Johansyah, 2019, Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Palembang Volume 17 Nomor 3, hlm. 340-341.

34 Somardi, 2007, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif
Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

35 Ridwan Hr. Op. Cit., hlm. 337.
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Praktik penyelenggaraan suatu pemerintahan, pertanggungjawaban itu

melekat pada jabatan yang dilekati dengan kewenangan. Menurut perspektif

hukum publik, suatu kewenangan memunculkan adanya konsep

pertanggungjawaban hukum sejalan dengan prinsip umum “tidak ada kewenangan

tanpa pertanggungjawaban”.36 Tanggung jawab hukum dalam sistem hukum

administrasi negara didasarkan pada perbuatan melawan hukum oleh pemerintah

yang disebabkan oleh perbuatan atau tindakan pemerintah tersebut, berbentuk

Keputusan Tata Usaha Negara dibuat dengan melanggar atau bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas

umum pemerintahan yang baik. Keberadaan konsep pertanggungjawaban

pemerintahan dalam konsep hukum administrasi merupakan suatu kepercayaan

dalam sebuah Negara yang menganut sistem Negara Hukum seperti Indonesia.37

Berdasarkan penjelasan latar belakang, teori tersebut relevan untuk menjawab

persoalan rumusan masalah nomor 2 karena untuk mengetahui tanggung jawab

hukum dari akibat kasus maladmisnitrasi tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

36 Agussalim Andi Gadjong, 2007, Pemerintah Daerah (Kajian Politik dan Hukum), Ghalia
Indonesia, Bogor, hlm. 95.

37 Safi, 2010, Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan Sebagai
Sarana Mewujudkan Good Governance di Indonesia jurnal Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Volume 3, Nomor. 2. hlm. 176.
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Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian Normatif.

Penelitian Normatif yang dimaksud mengacu pada penelitian jenis atau data

sekunder yang disebut dengan penelitian kepustakaan yakni penelitian bahan

kepustakaan yang memiliki relevansi terhadap penelitian tersebut. Soerjono

Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan cara

melakukan penelitian terhadap hukum normatif atau penelitian kepustakaan

(disamping adanya penelitian hukum empiris atau sosiologis yang utama meneliti

data primer).38 Penelitian tersebut dilakukan dengan cara membaca suatu literatur

yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi

adalah :

1) Pendekatan Perundangan-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan

regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang ditangani.39

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan yang dilakukan dari hasil pandangan atau doktrin yang telah

berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian mempelajari pandangan

ataupun doktrin agar menemukan suatu ide yang melahirkan pengertian,

asas, hukum dan konsep hukum relevan terhadap isu yang dihadapkan.

Hasil pemikiran dan pemahaman terhadap pandangan ataupun doktrin

38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

39 Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum Revisi, Cetakan ke XIII, Kencana,
Jakarta, hlm. 133.
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tersebut merupakan suatu sandaran agar peneliti dalam membuat

argumentasi hukum terhadap isu yang akan dihadapi.40

3) Pendekatan Analisis (Analytical Approach)

Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung

pada istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan

secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui iplementasi dalam

praktik serta putusan hukum sehingga dilaksanakan melalui dua

pemeriksaan.41

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat

autoritatif (otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari Perundangan-undangan,

risalah dalam perundang-undangan atau catatan resmi, dan yurispudensi.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi tersebut yakni

antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

40 Ibid., hlm. 177
41Johhny Ibahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat,

Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 310.
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c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4899).

d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601).

f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).

g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis berupa publikasi

tentang hukum yang tidak dikategorikan sebagai dokumen resmi. Publikasi

tentang hukum meliputi buku,kamus-kamus hukum dan jurnal hukum.42 Bahan

42 Ibid., hlm. 9.
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hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap yang memiliki sifat tidak

mengikat namun memiliki hubungan dengan bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dalam penelitan hukum yang akan digunakan penulis

adalah :

1) Buku buku hukum

2) Hasil penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer daan bahan hukum sekunder. Bahan

hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian tersebut adalah :

1) Ensiklopedia

2) Kamus yang meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

3) Internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum disebut dengan teknik pengumpulan

bahan hukum secara umum dilakukan dalam berbagai sumber, berbagai setting

dan berbagai cara.43 Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan oleh

peneliti yakni dengan mengumpulkan dan memahami peraturan perundang-

undangan yang memiliki hubungan terhadap isu hukum yang dihadapkan.

43 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development
(R&D), Alfabeta CV, Bandung, hlm. 225
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Peraturan tersebut meliputi baik berupa regulation ataupun legislation.44 Dapat

juga melalui mengabungkan antara bahan hukum primer, sekunder, dan bahan

pendukung lainnya agar dilakukan penarikan kesimpulan mengenai permasalahan

dalam pembahasan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan baik itu bahan hukum primer atau bahan

hukum sekunder di lakukan mengunakan analisis data secara kualitatif yakni

penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang berkembang

dimasyarakat.45 Teknik analisis kualitatif merupakan analisis bahan hukum yang

berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan, doktrin ataupun

gagasan penulis sendiri kemudian diinterprestasi yang bertujuan menarik sautu

kesimpulan dari permasalahan yang akan diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulkan mengunakan kesimpulan secara deduktif.

Penulisan deduktif yakni penarikan suatu kesimpulan berawal dari penjelasan

secara umum yang kebeneran sudah diketahui dan diakhiri dengan suatu

kesimpulan bersifat khusus.46

44 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 237.
45 Ibid., hlm. 245.
46 Bambang Sunggono, 2010, Metodelogi Penelitan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,

hlm. 10.
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